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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara sebagai suatu organisasi merupakan wadah 

bagi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam 

suatu tatanan organisasi. Negara didirikan oleh manusia 

demi kepentingan hidup manusia.
1
 Kehidupan bernegara 

sebagai suatu bentuk kehidupan berkelompok memiliki 

persamaan dengan bentuk-bentuk kehidupan berkelompok 

lain, seperti desa, kampung, hutan, dan lain-lain.
2
 Unsur 

pokok yang biasanya dikaitkan dengan negara adalah: 1) 

penduduk atau sekelompok orang, yang jumlahnya relatif 

besar; 2) wilayah/teritori yang pasti, 3) organisasi politik 

atau sistem pemerintahan yang mengorganisasi kelompok 

                                                             
1
 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (Jakarta:  Erlangga, 2010), h. 3 
2
 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum,..., h. 2 
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tersebut kedalam suatu “tubuh politik”; dan 4) kedaulatan 

(sovereignty).
3
 

Setiap negara sudah barang tentu perlu diurus. 

Itulah tugas pemerintah. Karena itu kata “pemerintah” 

sebenarnya kurang tepat, lebih baik diganti pengurus. 

Tetapi kita sudah terbiasa menggunakan kata 

“pemerintah”, sebagai terjemahan dari to govern, padahal 

kata ini lebih tepat diterjemahkan sebagai mengarahkan, 

mengendalikan, mengemudikan. Kata inggris yang paling 

sesuai dengan memerintah adalah to command. 

Pengelolaan atau pengurus negara yang disebut sebagai 

administrasi negara. Dan “negara” tidak saja dibaca 

sebagai  negara, melainkan juga provinsi, kabupaten/kota, 

desa dan sistem-sistem lain.
4
  

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintahan, pemerintah atau pejabat administrasi 

negara (pemerintah) dapat mengambil kebijakan-
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 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (Jakarta: 
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kebijakan yang bersifat terikat (gebonden beleids).
5
 

Kebijakan-kebijakan yang bersifat terikat merupakan 

kebijakan yang ditetapkan pejabat administrasi negara 

sesuai degan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
6
 

Penyelenggaraan pemerintah negara yang efektif 

dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik. Hal 

ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Kewenangan dan tanggung jawab mentri keuangan dalam 

pengelolaan aset negara, dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur mengenai 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamatan dan pemeliharaan, 

penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 

                                                             
5
 Abdul Latief, Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan, (Yogyakarta: 
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penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian.
7
 

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang 

milik negara/daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang 

merupakan Peraturan Turunan Undang-Undang No. 1 

tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah 

memunculkan optimisme baru best practices dalam 

penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, 

akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset 

negara yang profesional dan modern dengan 

mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan 

akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan 

keuangan negara dari masyarakat /stake-holder.
8
 Dalam 

hal ini pemerintah sebaiknya menjaga amanah yang 

diberikan oleh Negara dan Masyarakat.  Dalam Islam 

                                                             
7
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 Nyemas Hasfi, Martoyo, Dwi Haryono, “Pengelolaan Barang 
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dijelaskan untuk selalu menjaga amanah dalam Al-Qur’an 

Surat An-Nisa ayat 58: 

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْْمََاناَتِ إِلََٰ أهَْلِهَا وَإِذَا 
ا يعَِظُكُمْ  ۚ  حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا باِلْعَدْلِ  إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّ

يعًا بَصِيراً ۚ  بهِِ  إِنَّ اللَّهَ كَانَ سََِ  
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.
9
 

Penjelasan ayat tersebut menganjurkan umat 

muslim untuk selalu bersifat amanah. Sifat amanah 

merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika 

tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa 

kepada kerusakan masyarakat atau bangsa dan negara. 

                                                             
9
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Dalam pasal 1 butir (10) Undang-Undang No. 1 

tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, yang 

dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN) adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam hal ini 

terbatas pada barang yang bersifat terwujud (tangible) 

yang meliputi barang persediaan dan aset tetap.
10

  

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah semakin berkembang dan kompleks, 

belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya 

beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik 

pengelolaan yang penanganannya belum dapat 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah dilakukan penggantian 

untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum 
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 Dwi Pratiwi Sari, Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara,..., 
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tertampung dalam peraturan pemerintah tersebut. 

Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah. 

Optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dimulai 

dari proses perencanaaan dan penganggaran yang 

berfokus pada output, pengadaan yang transparan, 

pengguanaan yang tepat, pemeliharaan yang rutin, 

pengendalian dan penatausahaan yang baik sampai 

penghapusan sesuai ketentuan. Optimalisasi Barang Milik 

Negara/Daerah akan sangat berpengaruh secara langsung 

terhadap optimalisasi pelaksanaan pelayanan masyarakat 

karena barang-barang yang dibeli telah tepat guna dalam 

menunjang oprasional instansi pemerintah. Selanjutnya 

optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah pada tiap 

instansi pemerintah diharapkan juga akan dapat 

mengurangi biaya dan mendukung efisiensi anggaran.
11
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Barang Milik Daerah adalah semua barang yang 

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
12

 

Tertibnya pengelolaan barang (aset) milik daerah 

membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan 

penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan 

pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran 

berjalan. Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan 

mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. 

Permasalahan yang kerap terjadi dalam 

pengelolaan Barang Milik Daerah adalah minimnya 

pemahaman para pengelola Barang Milik Daerah disetiap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
13

 Organisasi 

Perangkat Daerah memiliki fungsi memfasilitasi 

penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya 

pemberdayaan perangkat daerah otonom, sehingga daerah 

                                                             
12

 Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Pandeglang Nomor 2 Tahun 

2010 
13

 “Bupati Pandeglang: Pengelolaan Barang Milik Daerah Perlu 

Dibenahi” Http://Www.Radarnusantara.Com/, Diakses Pada 19 Oktober, 2018, 

Pukul 22.00 WIB. 
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dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat.
14

 Berdasarkan wawancara pada tanggal 22 

November 2018 bersama saudara Rian pegawai TKS 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pandeglang, tidak dikembalikannya barang milik daerah 

seperti kendaran roda dua atau roda empat oleh mantan 

pegawai dari setiap OPD dikarenakan saat 

pengoprasionalan kendaraan selama menjadi pegawai 

mereka yang mengeluarkan biaya sendirirperawatan 

tersebut sehingga pada saat pensiun atau tidak bekerja ladi 

sebagai pegawai Dinas Kabupaten Pandeglang mereka 

meminta uang ganti rugi akan tetapi dari pihak pemerintah 

daerah tidak ada anggaran untuk mengganti biaya 

pemeliharaan kendaraan tersebut.
15

 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah 

diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas dan 

menganalisisnya dengan melakukan penelitian dengan 

                                                             
14

 Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014), h. 51 
15

 Ryan Syaputra, Staf Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pandeglang,Wawancara Dengan Penulis Di Kantor BKDP 

Kab. Pandeglang, Pada Tanggal 22 November 2018. 
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merumuskan judul skripsi sebagai berikut: 

“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK 

NEGARA/DAERAH (Studi kasus di Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pandeglang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pandeglang? 

2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Badan 
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Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pandeglang?  

 

C. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi 

permasalahan yang akan di bahas, agar lebih terfokus 

pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta dengan 

permasalahannya. Dengan tujuan agar penelitian tidak 

terlalu luas dan menyimpang dari sasaran. Penulis hanya 

akan membahas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pandeglang serta faktor-faktor penghambat 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

 

D. Tujuan Penelitiaan 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barag 
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Milik Negara/Daerah di kantor Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang. 

2. Untuk  mengetahui faktor-faktor yang menghambat 

dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 

tahun 2014 di kantor Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat di Bidang Akademik 

Menambah pemahaman atas Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah pada instansi pemerintah, serta 

penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan atau 

kajian pemikiran lebih lanjut bagi institusi 

pendidikaan (Universitas Islam Negri Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten). 

2. Manfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pandeglang 
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Sebagai bahan masukan kepada Dinas Pengelolaan 

Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten 

Pandeglang untuk peningkatan pengelolaan BMN/D 

pada masa yang akan datang sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah. 

 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Nama : MHD. Habibi Arifin 

NIM : 10775000213 

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Pekanbaru 

Penelitian tersebut membahas mengenai 

pengeolaan aset tetap (BMN), implementasi 

pengelolaan aset tetap serta hambatan dalam 

implementasi pengelolaan aset tetap (BMN) pada 

kantor dinas pekerjaan umum kota pekan baru. 
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2. Nama : Ikbar Andrian Sumardi 

NIM : 10800112056 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas: Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar 

Menganalisis pengelolaan aset tetap pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Berdasarkan 

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

Diantara kedua penelitian tersebut sangatlah 

signifikan mengenai pengeolaan aset tetap pada 

pemerintah daerah, perbedaan dengan penulis terdapat 

pada landasan yuridis yang digunakan dari kedua 

penulis tersebut. Mhd. Habibi Arifin menggunakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, dan saudara Ikbar Andrian Sumardi 
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menggunakan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. Sedangkan penulis 

menggunakan landasan yuridis Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengeloaan Barang 

Milik Negara/Daerah dan Peraturan Daerah 

Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Dalam memaparkan tulisan ini, penulis 

menggunakan teori penegakan hukum dan teori 

kepatuhan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa 

“Penegakkan hukum adalah kegiatan menerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, mentuk 
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menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup”.
16

 

Asumsi yang mendasari penggunaan teori 

penegakan hukum dalam tulisan ini adalah penegakan 

hukum dilakukan dalam realitas konkrit yang 

pelaksanaannya dapat melalui pendekatan yuridis 

normatif atau yang dikenal juga dengan pendekatan 

doktrinal. Menurut perspektif normatif atau doktrinal, 

hukum dilihat dari dalam sistem hukum itu sendiri, 

dengan kata lain dapat dikatakan juga hukum itu dilihat 

dan digunaan serta dijadikan ukuran terhadap prilaku. 

Penegakan hukum dipahami dan diyakini sebagai aktivitas 

menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum 

positif (ius costitutum) terhadap peristiwa-peristiwa 

konkrit.
17
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 http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com diakses pada tanggal 12 

januari 2019, Pukul 21:38 WIB 
17

 Muhammad Syarif Hidayat, “Peraturan Dan Pelaksanaan Fungsi 

Lembaga Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 

Tentang Bantuan Hukum), (Studi LKBH IAIN Dan LKBH FPP), (Skripsi 

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negri Sultan 

Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h. 17 
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Adapun Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah di Indonesia Diantaranya adalah: 

a. Undang-Undang (UU) 

1. UU No. 39 Tahun 2008 Tentang 

Kementrian Negara 

2. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara 

3. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara 

4. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara 

5. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 

b. Peraturan Pemerintah 

1. PP No. 84 Tahun 2014: Penjualan Barang 

Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan 

Perorangan Dinas 



18 
 

2. PP No. 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(mencabut PP no. 6 tahun 2006 jo PP 

No.38 tahun 2008) 

3. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 

atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

4. PP No. 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

5. PP No. 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah 

6. PP No. 31 Tahun 2005 : Perubahan PP No. 

40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara 

7. PP No. 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan 

dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan 

Negara dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah dalam Rangka 

Pelaksanaan Otonomi Daerah 

http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=404139&filename=PP%20Nomor%2027%20Tahun%202014.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-38-Tahun-2008.pdf
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_39_2007.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-NO-31-TH-2005.pdf
http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=135&Itemid=
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-NO-2-TH-2001.pdf
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8. PP No.03 Tahun 1990: Perubahan PP 16-

1974 tentang Pelaksanaan Penjualan 

Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah 

Dengan PP 38-1982 

c. Keputusan Presiden (Keppres) 

1. Keppres No.42 Tahun 2002 (pasal 9 

mengatur barang milik negara) tentang 

Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan 

Negara. 

d. Peraturan Presiden 

1. Perpres No. 14 Tahun 2014 tentang 

Perubahan kelima atas Perpres No. 24 

tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara, Perubahan 

pertama 67 Tahun 2010 , Perubahan 

kedua 92 tahun 2011 , Perubahan ketiga 38 

http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pp3-90.pdf
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl36616/parent/21327
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl36616/parent/21327
http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/1982/PP38-1982.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/KEPPRES-No.42-TH-2002.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=174008&file=Perpres%20142014.pdf
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/24TAHUN2010PERPRES.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/24TAHUN2010PERPRES.htm
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Perpres-No.67-Tahun-2010.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Perpres_no_92_2011.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173781/Perpres%200382013.pdf
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Tahun 2013 , Perubahan keempat 56 

Tahun 2013. 

e. Peraturan Menteri Keuangan 

1. PMK No. 150/PMK. 06/2014 Tanggal 16 

Juli 2014, tentang Perencanaan Kebutuhan 

Barang Milik Negara.  

2. PMK no. 78/PMK. 

06/2014  tanggal   30 April 2014,  tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan 

Barang Milik Negara. 

3. PMK no.50/PMK. 06/2014  tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang 

Milik Negara. 

4. PMK No. 123/PMK. 06/2013 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara Yang 

Berasal Dari Aset Lain-Lain. 

5. PMK No. 244/PMK. 06/2012 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan 

Pengendalian Barang Milik Negara. 

http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173781/Perpres%200382013.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Perpres-56-2013.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Perpres-56-2013.pdf
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/78~PMK.06~2014Per.HTM
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/78~PMK.06~2014Per.HTM
http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/50~Pmk.06~2014Per.HTM
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2013/123~PMK.06~2013Per.HTM
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/244~PMK.06~2012Per.HTM
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6. PMK No. 33/PMK. 06/2012 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik 

Negara. 

7. PMK No. 96/PMK. 06/2007 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Penggunaan, 

Pemanfaatan, Penghapusan dan 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara. 

8. PMK No. 13/PMK. 04/2006 tentang 

Penyelesaian terhadap Barang yang 

Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang 

Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi 

Milik Negara. 

f. Keputusan Menteri Keuangan 

1. KMK No. 55/KMK.03/2001 tentang Tata 

Cara Pengaman, Penghapusan dan 

Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara 

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah dalam Rangka Pelaksanaan 

Otonomi Daerah. 

http://dl.dropbox.com/u/19597128/peraturan/PMK%2033%20tahun%202012%20tentang%20tata%20cara%20sewa%20barang%20milik%20negara.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/2007-PMK-96-gunamfaathapusBMN_danLampiran.rar
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/2006-PMK-13-penyelesaianBMN.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/2001-KMK-55-alihBMNkePemda.pdf
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2. KMK No. 323/KMK.03/2000 tentang Tata 

Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang 

Milik/Kekayaan Negara Pada Departemen 

yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya. 

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri 

1. KMK No. 153 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang 

Dipisahkan. 

2. KMK No. 152 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah 

(dicabut oleh Permen No. 17 Tahun 2007). 

3. KMK No. 12 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Penilaian Barang Daerah. 

h. Peraturan Menteri Dalam Negri 

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18

 

2. Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, 

                                                             
18

 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

Dan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Rajawalipers, 2013), h. 345 

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/2000-KMK-323.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Kepmendagri-No.153-20041.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Kepmendagri-No.152-20041.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Kepmendagri-12-20031.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/permen-No.09-20091.pdf
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dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di 

Daerah. 

3. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

4. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

Adapun teori kepatuhan adalah kesadaran 

kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan 

masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan 

dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk 

prilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum 

itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama 

anggota masyarakat. Kepatuhan berasal dari kata patuh, 

yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka 

menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan 

disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, 

tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan.  

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Permen-No.17-2007-kelolaBMD2.pdf
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Komitmen normatif melalui moralitas personal 

berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap 

sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui 

legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas 

penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat 

perilaku. Dengan konsep tersebut pemerintah 

Kabupaten/Provinsi/ dan kota dalam mengelolah Aset 

Tetap/Barang Milik Daerah seharusnya pada tataran 

peraturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan 

diterapkan pada pemerintahan yang di mana pemerintah 

dalam mejalankan Undang-Undang mengenai pengelolaan 

aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus 

merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau 

patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak 

menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan 

Good Governance.
19

 

                                                             
19

 Ikbar Andrian Sumardi, “Analisis Pengelolaan Aset Tetap 

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri No. 19 Tahun 2016 ( Studi Pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto),”( Skripsi Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 26 
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Menurut Lauterpacht, pemerintah adalah  

merupakan syarat yang utama untuk adanya suatu negara. 

Jika pemerintah tersebut ternyata secara hukum atau 

negara secara faktanya menjadi negara boneka atau negara 

satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut 

tidak dapat digolongkan sebagai negara. 

Berdasarkan arti pemerintah dan pemerintahan itu 

berbeda, dimana arti pemerintah berkaitan dengan suatu 

organ atau badan yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan. Adapun arti pemerintahan adalah suatu 

kegiatan menjalankan pemerintahan atau proses 

penyelenggaraan pemerintah. Dengan kata lain, arti 

pemerintah berkaitan atau berhubungan dengan organ atau 

badan, sedangkan arti kata pemerintahan berkaitan dengan 

fungsi pemerintahan atau bagaimana pemerintahan itu 

dilaksanakan atau dijalankan. 

Pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 

1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan 
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pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik 

Indonesia Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: 

1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 

undang-undang.” 

2) “Pemerintah daerah merupakan daerah otonom 

yang dapat menjalankan urusan pemerintahan 

dengan seluas-luasnya serta mendapat hak 

untuk mengatur kewenangan pemerintahan 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintahan pusat.” 

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat 

peraturan daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan.
20

 Peraturan daerah (perda) 

adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah 

                                                             
20

 Arenawati, administrasi pemerintahan...,..., h. 7 
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bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.
21

 Substansi atau muatan materi perda adalah 

penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang 

tingkatannya lebih tinggi, dengan  memerhatikan ciri khas 

masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan umum/ atau peraturan 

perundangan yang lebih tinggi. 

Perundang-undangan mempunyai dua pengertian, 

yaitu: pertama, perundang-udangan merupakan suatu 

proses pembentukan/proses membentuk peratuan-

peratuan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat 

daerah; kedua, perundang-undangan adalah peraturan 

negara, yang merupakan hasil peraturan-peraturan, baik 

ditingkat pusat maupun ditingkat dareah.
22

 

Berkaitan dengan perundang-undangan menurut A. 

Hamid S. Attamimi “istilah perundang-undangan 

(wettelijkeregels) secara harfiah dapat diartikan 

                                                             
21

 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: 

PT Kanisius, 2007), h. 202 
22

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Radjawali 

Pers, 2014), h. 129 
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peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik 

peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun 

peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian 

ataupun delegasian undang-undaang. Atas dasar 

aatribusi dan delegasi kewenangan perundang-undangan 

maka yang tergolong peraturan perundang-undangan di 

negara kita ialah undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah daripadanya 

seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden yang 

berisi peraturan, Keputusan Mentri yang berisi 

peraturan, Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non-

Departemen yang berisi peraturan, Keputusan Direktur 

Jenderal Departemen yang dibentuk dengan undang-

undang yang berisi peraturan, Peraturan Daerah Tingkat 

I, Keputusan Gubernur Kepala Daerah berisi peraturan 

yang melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tingkat 

I, Peraturan Daerah Tingkat II, dan Keputusan 

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah berisi peraturan 
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yang melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tingkat 

II”.
23

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif, oleh karenanya kerangka teori diarahkan 

secara khas ilmu hukum. Maksudnya, penelitian ini 

berusaha untuk memahami pengelolaan barang milik 

negara/daerah secara yuridis, artinya memahami objek 

penelitian sebagai kaidah hukum atau isi kaidah hukum 

yang ditentukan dalam yurisprudensi dan peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan 

barang milik negara/daerah. 

Pada umumnya SKPD dalam menyusun neraca 

aset menunggu dan menyesuaikan dengan neraca aset 

yang dibuat oleh BPKD khususnya bidang aset karena 

neraca dari BPKD dianggap benar. Karena BPKD 

sebagai SKPD yang melakukan fungsi Satuan Kerja 

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) termasuk 

didalamnya aset tetap bertugas sebagai pembantu 

pengelola yang melakukan koordinasi, penyelenggaraan, 

                                                             
23

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, ..., ..., h. 130 
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evaluasi, pelaporan dan pengadministrasian dalam hal 

penghimpunan berbagai laporan yang dihasilkan dari 

semua SKPD sebagai pengguna barang dan 

menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah sebagai 

Pengelola. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif yaitu suatu metode dalam penulisan 

hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data 

sekunder atau bahan pustaka.
24

 Data primer diperlukan 

sebagai penunjang dalam mendukung data sekunder. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti 

bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan 

hukum dalam konteks teori-teori hukum dan 

pelaksanaannya, serta mengganalisis fakta secara cermat 

tentang pelaksanaan dan pengaturan Peraturan Pemerintah 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

                                                             
24

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, 

(Tangerang: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 98. 
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1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pandeglang. Dengan mengumpulkan data dan 

bukti-bukti yang menunjang dari observasi dan 

wawancara dengan pihak terkait. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan metode penelitian 

lapangan (field riset) melalui pengkajian 

terhadap peraturan perundang-undangan, 

literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar 

hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke 

dalam 2 kategori,
25

 

 

                                                             
25

 Tajul Arifin, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 

2008), h. 157 
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a. Metode Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang 

diperoleh dari survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan 

data original. Peneliti dapat mengontrol 

tentang kualitas data tersebut, dapat 

mengatasi kesenjangan waktu antara saat 

dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, 

dan peneliti lebih leluasa dalam 

menghubungkan masalah penelitiannya 

dengan kemungkinan ketersediaan data di 

lapangan. 

1) Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai 

tehnik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal – hal dari responden yang 
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lebih mendalam. Teknik pengumpulan data 

ini mendasarkan diri pada laporan tentang 

diri sendiri atau self – report atau setidak–

tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi.
26

 Wawancara akan 

dilakukan sesuai dengan pedoman 

wawancara yang ada di dalam buku 

panduan penulisan skripsi UIN SMH 

BANTEN. 

2) Obsevasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi.
27

 

Dalam hal ini peneliti mengadakan 

pengamatan secara langsung atau tanpa 

alat terhadap gejala-gejala subyek yang 

                                                             
26

 Sugiono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h.  231 
27

 Sugiono, Metode Penelitian,...,..., h.  226 
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diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di 

dalam situasi sebenarnya maupun 

dilakukan di dalam situasi buatan, yang 

khusus diadakan adalah aktivitas terhadap 

suatu proses atau objek dengan maksud 

merasakan dan kemudian memahami 

pengetahuan dari sebuah fenomena 

berdasarkan pengetahuan dan gagasan 

yang sudah diketahui sebelumnya, untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 

penelitian. Peneliti melakukan pengamatan 

langsung pada lokasi penelitian dengan 

tujuan menganalisis pengelolaan 

aset/barang milik daerah pada BPKD 

Kabupaten Pandeglang. 

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder adalah adalah 

sumber data penelitian yang diperoleh 
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melaui media perantara atau secara tidak 

langsung yang berupa buku, catatan, bukti 

yang telah ada, atau arsip baik yang 

dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan secara umum. Penelitian ini 

membutuhkan pengumpulan data dengan 

cara berkunjung ke pusat kajian, pusat 

arsip yang berkaitan langsung dengan 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

di Kabupaten Pandeglang. 

3. Teknik Analisis Data 

Analisis data terkait dengan penelitian 

Pelaksanaan dan Pengaturan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di 

kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pandeglang digunakan analisis 

kualitatif karena dalam penelitian ini bertjuan 

untuk menguraikan data dalam bentuk kalimat 

yang tersusun secara sistematis, jelas dan 
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terperinci yang kemudian diinterprestasikan 

untuk memperoleh kesimpulan. Dalam 

penarikan kesimpulan dilakukan metode 

deduksi yaitu penarikan kesimpulan dari 

keadaan yang bersifat umum. 

4. Pedoman Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan Pedoman Penulisan Sesuai 

Dengan Buku “Pedoman Penulisaan Skripsi” 

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri 

Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam bab ini penulis melakukan pemilahan 

rencana pembahasan pada bagian-bagian tertentu yang 

berbentuk bab dan sub bab. Penulis membagi pembahasan 

kedalam lima bab dimana dari tiap-tiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, memuat: Latar belang 

masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang 



 
 

37 

relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian, 

Memuat: Ruang Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pandeglang, Visi Dan Misi Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, 

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pandeglang serta Tugas dan Fungsi Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang. 

BAB III Kajian teoritis Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik 

negara/daerah di BPKD Kabupaten Pandeglang memuat: 

Pengertian Barang Milik Negara, Pengertian Barang Milik 

Daerah, Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah,  Siklus 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

BAB IV Implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014, memuat: Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tantang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah di Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, dan faktor-
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faktor yang menghambat realisasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pandeglang. 

BAB V Penutup, Memuat: Kesimpulan dan Saran. 

 


